
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan operasional 
pemberian bantuan sosial kepada lembaga sosial 
dipandang perlu merubah Peraturan W alikota 
Sungai Penuh tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang 

· Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai 
Penuh .. tentang Tata Cara . Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

Menimbang 

WALIKOTA SUNGA! PENUH 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN WALIKOTA SUNGA! PENUH 
NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGA! PENUH 

NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA SUNGA! PENUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SUNGA! PENUH, 



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246 ); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ten.tang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor J2 Tahun 2011 tentang . 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4871); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara <Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2010 Nomor 18); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 
Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan 

. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahuri 
2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 



Pasa159A 
Ketentuan pemberian bantuan sosial sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 40 berlaku terhadap bantuan sosial yang telah dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun Anggaran 2015. 

2. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 pada Bab VI Ketentuan Peralihan 
disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 59A, sehingga Pasal 59A 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 
(1) Jumlah belanja bantuan sosial untuk masing-masing penerima, 

disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. 
(2) Dalam hal belanja bantuan sosial digunak.an untuk 

penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi, besaran jumlah 
belanja bantuan sosial dapat diberikan sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah. 

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 
Tahun 2012 tentang Tata cara penganggaran, Pelak.sanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sungai 
Pen uh (Berita Daerah Kota Sungai Pen uh Tahun 2012 Nomor 23 ) diubah 
sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA SUNGA! PENUH TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA 
SUNGAI PENUH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG TATA 
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH. 

Menetapkan 

18. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sungai Penuh 
(Berita Daerah Koat Sunagi Pen uh Tahun 2012 
Nomor 23); 



.. .:. .... 

BERITA DAERAH KOTA SUNGA! PENUH 
NOMOR 13 TAHUN 2015 

H. ASAFRI JAYA BAKRI 

ttd 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
Pada tanggal 29 April 2015 

WALIKOTA SUNGA! PENUH, 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Sungai Penuh. 




